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BUPATI PRINGSEWU 

PROVINSI LAJ\f PUNG 
PERATURi\N BUPATI PRINGSF.WU 

NOMOR O 1 TAHUN 2018 

'TENTANG 

I SALINAN I 

lMPLt;MJ£NTASI TRANSAKSI NON TIJNAI DI LINOKUNG-AN 
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

Menirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl PRINGSEWU, 

a. bahwa dalam rangka pen..ingkat.an aku.ntabilita~ dan 
tran$para.nsi pengelola.a.n keuangan daerah ~rt.R 
sel:>a,gai l)el.aksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat 
Eda.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 1866/ SJ 
tanggal 17 April 201 7 ten1ang Imp1ementasi 
Transaksi 1'on Tuna.i pada Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kot.a, maka perlu dilakukan percepa.tan 
implementasi transaksi non tu.nai po.dn. pemerintah 
cl.R f-!T'.A h ; 

b. bahwa sesuai a.r1gki:t 5 Su.rat Edaran Menteri Da1am 
Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tanggal 17 April 2017 
tenta.ng lmplementasi Transaksi Non Tonai pad.a 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; maka dalam 
hal pe:rtimbangan keterbatasan infrastruk.tur yang 
tcrkeit denga.n penyelenggaraan transasksi non 
tunai di daerah, pemerintah daerah dapa.t 
melaksanakan t:ransaksi non tunai dimaksud secara 
bertahap dengan melakukan pemba.tasan 
pengguniUin uang tunai dala.In pelak~"'1aail 
tra.nsa.ksi penerimaan ol~h bend.ahara 
penerimaan /bendahara penerimaan pe~tu dan 
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengelu.aran/ 
bendahara pengeluaran pembantu yang tlil~LH.pkan 
oleh BupEilti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
di.maksud dalam. huruf o. dan huru.f b , perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi 
Transaksi Non Tunai di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu; 



Mengingat I, Undang-Undang Nomor 28 Tahu11 1999 Lern.ang 
Penyelenggara Negara Yang Benih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun )999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Jndonesia 1'ahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan 
Lem.baran Negara Republiklndonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lemoomn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun :2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
l'erimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat 
dan Pcmcrintahan Do.erah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Kepubli.k Indonesia 
Tahun 2008 Nosnor 185, Tambahan Lcmberan 
Neprn R~publik Indonesia Nomor 4932); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pcraturan Perundllng undangan 
(Lembanm Neg3ra R~ublik Indonesia Tahun 20) 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor :.!44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaim.ana rehih diubah bebera.pakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor :58, Tambahan Lemb-<U"a.n N~~a Republik 
Indonesia Nomor 5679); 



Memperhatikan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokol.er dan Keuangan 
Puupinan dan Anggota Dewan Pcrw~ Rakyat 
Oaerah (Lembin-an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terak11i.r dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Letnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 471:.!); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaa.n Keuangan Daerah {Lembaran 
Negara Republik IndQne,su. Tuhun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lemb:uan Negara Republik Indonesia 
Nomor 45781; 

11. Peraturan Mcntcri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah bebera.pa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nun1ur 21 Tahun 2011 {Derita Negara Rcpublik 
Indonesia T.Rhun 2011 Nomor 3101; 

12. Peraturan Menteri Odam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaf.!rnh 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

13. lnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 
2016; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman PenJusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 1"c.U1un A11gganu1 
2017; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pcngclolaan 
Keuangan Dru.rah 11..emMran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pring!leWU Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Ka.bupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabuparen Pringsewu Tahun 2016 N1J111Ur 
16); 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang 
Jm.plementaai Tran&aksi Non Tunai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kot3; 



Menetapkan 

·-

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI 
TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PRJNGSEWlJ. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

:.!. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Wakil Bupati 
beaerta pcrangkat d.o.erah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan da.erah. 

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

4. Keuangan Daerah adaJah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penye1e11ggw-aan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk dJdalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersel>ut. 

· 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adaJah rencana 
keuangan tahun pemerintahan daenth yang dibahas 
dan disetujui bersama o1P.h pemerintah daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Organisaai Perangkat Daerah yang se1anjutnya 
disingkat OPD adalah perangkat daerah pad.a 
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

7. Bendahara PengeJuaran adalah pe,jabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyerahkan, 
menatausahakan dan mewperlanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada OPD. 

8. Surat Perintah Pencaimn Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adaJah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oJeh 
Kuasa BUD berdasarkan SJ>M. 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang dfgunakan/diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa penggiina anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeJuaran 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran•Organisasi 
Perangkat Daerah (DPA-OPO). 



10. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wald) Bupati. 

11. Aparatu.r Sipil Negara yang selanju.tnya disingkat 
ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupat.en Pringsewu. 

12. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat 
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugaa pemerintah dan pembangunan yang bersifat 
telmis pmfe~iorial dan administrasi sesuai dengan 
kebutuhan clan kemampuan Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu dalam kerangka sistem kepegawaum, 
yang tidak berkedudukan sebagal pegawai ASN 
dan/ a tau masyarakat lainnya. 

13. Keru.glan daerah adalah Jreku.rangan uang, surat 
berharga dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun laJai. 

14. Transaksi Non tunai adalah pemindahan ~umlah 
nilai uang dari satu pihak Ire pihak lain dengan 
menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran 
Mcngguns.kan .Kartu (J\PMKJ, Cek, Billyet G:iro, Uang 
Elektronik atau sejenisma. 

15. Rekening Kas Umum Daer-ah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan al.eh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar scluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

16. Pcnerimaan Daerah adalah uang yang me.suk ke kas 
daerah. 

17. Pengeluomn Di:i.emh adaloh uang yang kelunr dari 
kasdaerah. 

BAB II 
RUANO UNGKUP TRANSAKSI NON TUNAI 

Pasal2 

Ruang Lingku.p Transaksi Non Tunai adalah transaksl 
penerimaan dan pengelua.ran pada Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu. 

BAB Ill 
Tl<AN:SAK::ll NUN TUNAI 1-'J!;NJ!;HlMAA~ 

Pasal 3 

Transak& non tunai pen.-riroaan dilakukan oleh Obyek 
Pajak Oaerah Retrihu!ri na-h ,fan Pf!ndapatan b1irinya 
yangsah. 



Pasa14 

(1) Transaksi Non Tunai Peneriroaan Pajak Daerah 
dilakukan teThadap Pajak Rnw>tb Maka11, Pajak 
Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral 
Bukan Jngam. dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(21 Khusus Transaksi Non Tonai Penerimaan Pajak 
Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dilaksanakan secara bertahap .. 

(3) Dalam kondisi khusus penerimaan dapat dilakukan 
secara tunai sepanjang besarannya tidak lebih dari 
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal5 

Transaksi non tunai penerimaan retribusi daerah 
dihl.kukan te1·hadap retribusi pema.kai.an kekayaan 
dae.rah (sewa. rumah dinas) dan rP.trihuRi pengadaan 
menara telekomunika5i. 

BAB IV 
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN 

Pasal 6 

(11 Transaks1 non tunai pengeluaran dilakukan untuk 
bclanja tidak 1angsung dan belanja. lnngsung. 

(2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung 
yakni behuija pegawai, belanja hibah, belanja 
bantuan sosial, belanja bagi hasil paja1c d.aP.rah dan 
retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja 
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan 
partai politlk dan belanja tidal< terduga. 

(3) Transaksi non tunai jenis belanja pegawai 
seb<\gairnena climaksud pacla ayat (21 meliputi objek: 
a. belanja gaji dan tunjangan; 
b. belanja tambahan penghasilan ASN; 
c. belanja penerimaan lainnya Pimpinan, Anggota 

DPRD serta KDH/WKDH; 
d. biaya pemungutan pajak daerah; 
e. insentif pernungutan pajak daerah; dan 
f. isentif pemungutan retribusi daerah. 

(4) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 
belanja modal. 



(5) Transaksi non tunai jenis beJanja pega.wai 
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (4) meliputi objek: 
a. honorarium ASN; 
b. honorarium non ASN; 
c. uang lembur; 
d. belanja pegawai operasional BLUD; 
e. belanja pegawai dari dana JKN. 

(6) TmnSAksi non tunai jenis belanja. bamng dan jaea. 
se~mana dimaksud pada ayat (41 meliputi objek: 
a. belanja barang pakai habis; 
b. belanja bahan/material; 
c. belanjajasa.luu1tor; 
d. belanja premi osuransi; 
e. belanja perawatan k,m,faraan bennotor; 
f. belanja cetak/ penggandaan / dokumentasi; 
g. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parldr; 
h. belanja sewa sarana mobilitas; 
i. belanja sewa aht.l berat; 
j. belanja sewa perlengkapan dan pernlatan kantor; 
k. belanja makanan dan minuman; 
I. belanja pakaian dinas dan atributnya; 
m. belanja. pakaian kerja; 
n. belanja pe.kaian khusus clan hari-hari tertentu; 
o. bel!Ulja pemcliharaan; 
p. belanjajasa knnsultasi; 
q. belanja beasiswa pendidikan untuk masyarakat; 
r. belanja barang yang akan diserahkan kepada 

masyarakat/ pihak ketiga; 
s. belanja barang yang akai:1 dijual kepada 

masyAra kat / pi hale ket:iga.; 
t. belanja barang dan operasional kegiatan; 
u. belanja jasa narasumber /tenaga ahli/ 

penceramah dan sejenisnya; 
v. belanja jasa/uang w1luk diberikan kepada 

masyanik:'lt/pihak la!tiga; 
w. be1anja yang bersumber dari dana BLUD, JKN 

danBOK; 
x. belanja transportasi/akomodasi dan uang saku 

pcserta kegiatan; 
y. belanja pemeliharaan dan pemeriksru:an 

kesehatan; dan 
z. belanja jasajuru ukur. 

(7) Transaksi non tunai jenis belanja modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi objek; 
a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal gedung dan bangunan; 
d. helanja modal jalanjaringan dan iriaasi; dan 
e. bela'Qia modal aset tetap lainnya. 



(8) Dalain Kondisi khusus kegiatan yang melibatkan 
pihak ketiga dan pembayarannya tidak tetap/rutin, 
maka dapat <lilakukan transaksi tunai sepanjang 
besarannya tida.k lebih dari Rp, 500.000,00/ 
orang/penerima Oima ratus ribu rupiah per orang 
per penerima). 

RARV 
MEKANISME TRANSAKSl NON TUNAI 

PENGELUARAN 

Pasa.17 

(1) Pembayaran belanja pegawai sebagaima.na 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui 
proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah 
IRKUD) ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan 
~istem payroU package. 

(2) Pemberian uang panjar kepada PPTK hanya dalam. 
lronclisi khusus yang pembayarannya tidak 
tetap/rutin dan untuk keperluan perjalanan dinas. 

(3) Pemberian uang panjar untuk belanja perjaJanan 
dinas meliputi uang harian (.fump&um}, transport, 
penginapan dan uang representasi dilakukan secara 
non tunm dari rekening Bendahara Pengeluaran ke 
rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan 
mnas. 

(4) Dalam hal terdapat sisa kurang biaya perjalanan 
dinas, Bendahara. Pengeluaran me1akukan 
pembayaran secara non t\lnai ke rekening pegawai 
setelah seluruh administrasi belanja perjalanan 
dinas dilengkapi. 

Po.ool 8 

(l) J::Seianja barang dan jasa. sebagaimana di.maJr.sud 
dalam r>asal 6 a.yat (4) meliputi belanja bahan pakai 
habi,; !cantor, jasa penera.ngan dat1 komunikasi 
kantor, jasa tenaga. ahli, makan minum, cetak 
penggandaan, pa.kaian dinas, bahan baku bangunan 
clan perjalanan dinas. 

(2) Pencairan SP2D belanja barang clan jasa dilakukan 
melalui proses transfer dari RKUD ke rekening pihak 
ketiga/rekanan/penyedfa. blll'QJlg da.n jasa ta.npa 
melalui rekening bendahara pengeluaran OPD. 

(3) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui 
I.fang ~iaan melipuri uang harian, penginapan, 
transport dan representasi dilakukan melalui proses 
transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan 
perjalanan dlnas. 



(4) Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui 
mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/ 
travel. 

(5) Pemba.yaran bia_ya hotel/penginapan dilakukan 
melalui mekanisme transfer ke rekening hotel/ 
pengi.napan tempat menginap. 

{6) Sisa biaya perjalanan ditransfer ke rekening pega.wai 
setelah seluruh admtnistrasl belanja perjalanan 
dinas dilengkapi. 

(7) Bendahara. Pengeluaran dapat mengajukan tagihan 
LS atas perjalanan dinas setelah seluruh 
administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi. 

(8) Pencairan SP2D belanja perjaJanan dinas dilakukan 
weJ.tl1.1i p~s transfer dari RKUD ke Rekening 
Bendahara Pengeluaran. 

Pasal9 

( l J Belanja modal meliputi kontruksi pengadaan 
kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan 
kantor, meubuler, alat rumah tangga, komputer, alat 
komuni.kasi, kamera, jartngan llsttik/air dan buku 
dan belanja modal Iainnya. 

(2) Seluruh pembayaran atas penga.daan barang dan 
j,tsa uleh bendahara. pengeluaran dilakukan melalul 
proses transfer sesama bank dan/atau antar bank 
dari Rekening Kas Umum Oaerah (RKUD) ke 
rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang 
danjasa. 

BAB VI 
PERTANCOUNOJAWADAN TRANSAKSI 

NONTUNAI 

Pa.sal 10 

(l) Pl'. Bank Lampung selaku pengelola Rekening Kas 
Umum Da.erah wajib memberikan bukti transfer ke 
Bendahara Pengeluaran OPD sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. 

(2) Bendahara Pengeluaran men}impan bukti transfer 
:iebagaimana dimaksud pada ayat (11 ~hagaJ 
administrasi pertanggungjawaban. 



,,.., 

BABVTI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa.l 11 

Setelah ditetapkannya Peraturan 
untuk Implementasi Transa.ksi 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
mulai Januari 2018. 

Bupati ini, maka 
Non Tunai pada 
akan dilaksanakan 

BAB WI 
KETENTUAN PENUlUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini rnulai bcrlaku scjak tang.gal 02 
Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya memeri.ntahkan 
pengundangan Pe.raturan Bupati 1.ru dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringecwu 
pada tanggal 02 Jamiari ;Ki~S 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 02 .;l!,.ll'..t&d 2◊11 

BUPATI PRINGSEV.'U, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BlJDIMANPM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINQSEWU TAHUN 2018 NOMOR oi 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

Administrator
Typewritten text
JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/
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